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Abstract
The aim of this research is to examine effect of political
connection and managerial ownership on tax
aggressiveness in primary consumer goods manufacturing
companies listed on Indonesia Stock Exchange 2019-2021.
The type of this research is causative research, with
purposive sampling technique, it got 38 companies as
sample. The researcher applied multiple regression
analysis. While, the result showed that a political
connection had significant and positive effects on tax
aggressiveness, while managerial ownership had not
significant effects on tax aggressiveness.
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PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu pengeluaran signifikan dalam bidang bisnis serta secara

langsung dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai pemegang saham. Manajemen
menggunakan berbagai macam cara untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Adapun
berbagai cara yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam rangka menghindari pajak dengan
cara agresivitas pajak. Frank et al.(2009) berpendapat agresivitas pajak sebagai praktik
manipulasi pendapatan kena pajak perusahaan dengan merencanakan adanya pajak legal dan
illegal yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Zuber & Sanders (2013)
mengatakan bahwa terdapat “area abu-abu” di mana agresivitas pajak dapat terjadi.
Perusahaan memanfaatkan “area abu-abu” tersebut, untuk meminimalisir beban pajak, baik
yang mematuhi undang-undang maupun yang melanggarnya.

Aktivitas agresivitas pajak merupakan aktivitas yang umum dalam bisnis secara global.
Seperti yang dilakukan perusahaan teknologi di Amerika serikat yaitu Google. Google
menghemat pajak senilai 19.9 M Euro atau sebesar (US$22,7 miliar atau 327 triliun rupiah)
dengan menghindari pajak Bermuda melalui perusahaan cangkang Belanda pada 2017.
Google melakukan ini, untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri (Sebayang 2019).
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Selain di bisnis secara global, praktik peghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia
seperti yang dilaksanakan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan menerapkan transfer pricing
pada tahun 2019. Perusahaan ini beroperasi di industri pertambangan di Indonesia. Merujuk
pada laporan Global Witness yang bertajuk Taxing Time for Adaro. PT terkait melakukan
pengalihan keuntungan dari penambangan batubara yang berada di Indonesia ke lokasi bebas
pajak di Singapura, melalui anak perusahaan yang dalam hal ini adalah Coaltrade Services
International. Hal demikian ini dilaksanakan untuk menimimalisir tagihan pajak. PT terkait
mampu meminimalisir tagihan mereka hinggaUSD 14 juta. Sehingga hal tersebut menjadikan
mereka harus membayar pajak senilai USD 125 juta, dimana nilai tersebut jauh lebih kecil
dari yang seharusnya mereka bayar. (Wareza 2019). Merujuk pada fenomena tersebut, maka
dapat dipahami bahwa agresivitas pajak sering kali dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari
Gambar 1 tax ratio Indonesia.

Sumber: Kemenkeu (2022)

Gambar 1
Tax Ratio Indonesia Tahun 2017-2021

Banyaknya perusahaan melakukan agresivitas mengakibatkan rendahnya rasio pajak
Indonesia. Rasio pajak mendeskripsikan kepatuhan warga Negara dalam membayar pajaknya.
Rasio ini juga menjelaskan kemampuan administrasi pajak dalam menghimpun pajak dari
pihak wajib pajak. Merujuk pada data dari OECD, rasio pajak Indonesia tercatat sejak 2021
senilai 9.1 %. Angka tersebut sangat rendah yang diketahui dari banyaknya potensi pajak
yang tidak dibayarkan. rasio pajak Indonesia ini tampak jelas jika dibadingkan dengan rasio
pajak beberapa Negara ASEAN yang lain. Misalnya Malaysia memilik rasio pajak 11,4%
pada tahun 2021, Singapura memilik rasio pajak 12,8% pada tahun 2021, Thailand memilik
rasio pajak 16,5% pada tahun 2021, Filipina memilik rasio pajak 17,8% pada tahun 2021 dan
Vietnam memilik rasio pajak 22,7% pada tahun 2021. Adapun penyebab utama dari
rendahnya rasio pajak Indonesia dikarenakan perilaku pihak perusahaan yang sering
mengaresivitaskan pajak. (Wahyudi 2015).

Agresivitas pajak menjadi cara dari pihak perusahaan dalam meminimalisir
pembayaran pajak. Bagi mereka, biaya adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan
yang dimiliki. Oleh sebab itu, manajemen melaksanakan berbagai upaya dalam meminimaisir
kewajiban perpajakannya. Sementara itu, bagi pihak pemerintah, pajak adalah sumber
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pendapatan Negara yang dimanfaatkan untuk mendanainya proses pembangunan. Sebagai
akibatnya, pemerintah tidak ingin perusahaan agresif dengan pajak mereka. Merujuk pada
teori keagenan, tampak jelas bahwa pihak pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan
yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan ketidaktaatan perusahaan kepada
pemerintah dengan mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perusahaan sering melakukan
agresivitas pajak perusahaan, seperti koneksi politik dan kepemilikan manajerial. Kim &
Zhang (2016) dan Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa secara umum agresivitas pajak
dillakukan oleh pihak perusahaan dengan koneksi politik yang baik. Selain itu, penelitian
yang dilakukan Hartadinata dan Tjaraka (2013) dan Hadi dan Mangoting (2014) berpendapat
bahwa kepemilikan manajerial menjadi faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh koneksi politik. Sehingga perusahaan terkait
memilih berbagai pihak dari partai politik untuk duduk di dewan direksi dan komisaris
mereka (Faccio 2006). Negara berkembang melakukan koneksi politik dengan mengangkat
dewan direksi dan komisaris dekat dengan pemerintah sehingga perusahaan tersebut dapat
terkoneksi dengan perusahaan (Fisman 2001). Indonesia adalah salah satu negara tersebut. Di
samping itu, Hidayati & Diyanty (2018) menemukan bahwa mayoritas perusahaan berupaya
meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menjalin hubungan informal dengan
pemerintah atau partai politik. Maka dengan koneksi politik tersebut dapat membantu
perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Selanjtunya, kepemilikan manajerial memberikan pengaruh pada agresivitas pajak.
Dimana hal ini merupakan adanya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Sebagai
akibatnya, manajer memainkan peranan sebagai manajer perusahaan maupun sebagai pemilik
perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan cara dalam pengendalian internal yang
berfungsi sebagai pengawas dalam mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan terkait
(Sintyawati and Made 2018). Praktik agresivitas pajak perusahaan akan mengakibatkan
konflik keagenan, sebagaimana yang diasumsikan dalam teori keagenan relasi antara manajer
dan pemegang saham. Praktik agresivitas pajak akan menimbulkan banyak masalah keagenan
karena pemegang saham ingin kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang sehingga tidak
menginginkan perusahaan terkena masalah perpajakan, sedangkan manajemen ingin
meningkatkan kompensasi melalui laba tinggi. Kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat
berperan sebagai penegah dalam masalah keagenan antara pihak manajer dengan pemegang
saham.

Kepemilikan manajerial memiliki potensi untuk menghilangkan masalah keagenan.
Apabila manajemen sebagai pemegang saham, maka tidak terdapat masalah kepentingan
antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh manajemen mempunyai
dua kepentingan yakni pemilik perusahaan dan menjalankan usaha. Masalah asimetri
informasi dapat dihilangkan apabila manajer yang juga berperan sebagai pemegang saham
karena kepemilikan oleh manajemen akan menyelaraskan tujuan antara pemegang saham
dengan manajemen (Tania et al. 2018).

Agresivitas pajak yang berlangsung tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat
mempengaruhinya. Penelitian tentang sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas
pajak sering dilakukan. Hal demikian ini selaras dengan hasil penelitian dari Kim & Zhang
(2016) dan Wicaksono (2017) mereka menjelaskan bahwasannya variabel koneksi politik
berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal demikian ini berbanding dengan
penelitian oleh Iswari et al. (2019) yang menyebutkan bahwa koneksi politik tidak
berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, Novitasari (2017) & Hadi & Mangoting
(2014) menambahkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh kepada agresivitas
pajak. Dimana hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang diselesiakn oleh Atari et al.
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(2016) yang menjelaskan bahwasannya variabel kepemilikan manajerial berpengaruh
terhadap agresivitas pajak.

Dari penelitian relevan yang dikaji maka dapat dipahami bahwa terdapat banyak
perbedaan hasil dari masing-masing penelitian dan terdapat banyak kasus yang sebelumnya
dijabarkan pada bagian latar belakang tentang agresivitas pajak yang menjadikan peneliti
tertarik untuk melakukan pengkajian kembali dengan tentang agresivitas pajak dengan
mengkaji faktor koneksi politik dan kepemilikan manajerial yang terdapat di perusahaan.
Dalam penelitiannya, peneliti menerapkan penelitian yang diselesaikan oleh Ying et al. (2016)
sebagai rujukan dengan tambahan variabel independen yaitu koneksi politik yang mengacu
pada penelitian Kim & Zhang (2016). Reaserch gap dalam penelitian ini yaitu pengukuran
koneksi politik menggunakan indeks koneksi politik yang mengakomodir kualitas diri politisi
dengan memasukkan tingkat jabatan pada pemerintahan dan partai.

Penelitian ini fokus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan Sektor barang konsumsi primer
merupakan salah satu sektor manufaktur unggulan di Indonesia, bahkan di masa pandemi
Covid 19. (Tinjak and Sudjiman 2016). Perusahaan manufaktur sektor barang konsumen
primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang cukup besar.
Suatu perusahaan yang besar pasti menghasilkan laba yang besar juga, oleh karena itu akan
ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dapat terlihat
melalui nilai Effective Tax Rates (ETR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang
Konsumen Primer Tahun 2019-2021 yang terdaftar di Burdsa Efek Indonesia. Dimana
pengukuran ETR dilakukan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan besar
pendapatan bersih untuk menjelaskan seberapa baiknya perusahaan mampu mengelola beban
pajak. Agresivitas pajak berbanding terbalik dengan total ETR perusahaan. Dimana semakin
besar agresivitas pajak, maka akan semakin rendah total ETR yang dimiliki. Total ETR yang
rendah menjelaskan bahwa total beban pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan
penghasilan sebelum pajak.

Sumber : Laporan tahunan perusahaan
Gambar 2

Trend Nilai ETR Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer
Tahun 2019-2021

Pada Gambar 2 terlihat bahwa nilai rata-rata ETR pada perusahaan manufaktur sektor
barang konsumen primer periode 2019-2021 mengalami penurunan. Terbukti pada tahun
2019 rata-rata nilai ETR sebesar 0,247. Pada tahun 2020 menurun menjadi 0,224 dan kembali
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mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,212. Data tersebut menunjukkan bahwa
kegiatan agresivitas pajak paling banyak terjadi pada tahun 2021, yang mana dapat dilihat
dari rendahnya rata-rata nilai ETR pada tahun tersebut yaitu sebesar 0,212. Hal ini
menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer kemungkinan
besar melakukan kegiatan agresivitas pajak (tax aggressiveness).

Pemilihan periode 2019-2021 disebabkan oleh beberapa hal yakni dimulai sejak tahun
2019 adanya wabah pandemi Covid-19 telah berdampak pada stabilitas ekonomi dan
penerimaan negara. Kemudian pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 Terkait Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak
Terdampak Virus Covid-19. Pemberian insentif pajak tersebut sebagai respons dari
pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha, yang kemudian diperpanjang
hingga tahun 2021 dengan PMK No. 82/PMK.03/2021. Selain itu pemilihan tahun 2019-2021
karena menggambarkan kondisi yang relatif baru di bidang perpajakan. Dilihat dari
ketersediaan dan kelengkapan data penelitian, periode ini dapat dikatakan periode terkini
yang datanya dapat diakses lebih mudah serta lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koneksi politik dan kepemilikan
manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberi
dorongan untuk pemerintah lebih agresif dalam melacak setiap perusahaan yang
melaksanakan agresivitas pajak. Tingginya kasus agresivitas pajak yang terjadi akan
berdampak pada menurunnya rasio pajak dan penerimaan negara.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen & Meckling pertama kali memperkenalkan teori ini pada 1976 dengan
menjelaskan bahwa relasi yang terjalin antara (agent) dengan (principle). Hubungan
keagenan muncul pada saat pemegang saham memperkerjakan orang lain untuk memberikan
sejumlah keuntungan kepada mereka lalu memberikan posisi dinamis untuk mereka. Menurut
teori keagenan, perusahaan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara manajemen dengan
pemegang saham. Manajer dituntut untuk mampu mengelola perusahaan dengan sebaik
mungkin, sehingga manajer menuntut kompensasi dari pemegang saham sesuai dengan
keinginan manajer karena memikul tanggung jawab yang signifikan.

Masalah keagenan dapat muncul sebagai akibat dari asimetri informasi. Pihak
pemegang saham tidak mempunyai informasi cukup yang berkenaan dengan kinerja manaje
yang kemudian dapat menyebabkan masalah keagenan. Selanjutnya, pihak manajer yang
mempunyai banyak informasi terkait perusahaan secara keseluruhan tentang lingkungan kerja
serta kapasitas diri. Tentunya hal ini menyebabkan adanya ketimpangan informasi yang
dimiliki oleh pihak manajer maupun pihak pemegang sahham. (Sarra, 2017). Perbedaan
kepentingan yang disebabkan oleh tindakan manajer tidak dapat dipantau secara langsung
dan efektif oleh pemegang saham. Akibatnya, terjadi asimetri informasi karena pihak
pemegang saham tidak memiliki informasi tentang perusahaan secara menyeluruh. Untuk
mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kontrak kerja yang efektif dengan tujuan agar tidak
terdapat rahasia antara manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya asimetri informasi
ini dapat meminimalisir tingkat kesejahteraan pemegang saham dan menaikkan biaya untuk
mengatasi permasalahan keagenan.

Pajak (Tax)
Dari perspektif ekonomi, pajak merupakan kegiatan yang berisi pengalihan sumber

daya dari sektor swasta ke sektor publik. Dua keadaan yang berubah dijabarkan dalam
pengertian ini, pertama, berkurangnya kapasitas seorang individu untuk mengelola sumber
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daya produksi barang maupun jasa. Kedua, memperluas kapasitas Negara untuk menyediakan
jasa maupun produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan undang-undang
yang berlaku, pajak biasanya diartikan sebagai kontribusi yang dilakukan oleh individu
kepada negara, memaksa individu untuk membayarnya tanpa menerima kompensasi langsung.
Otoritas negara mengenakan pajak selaras dengan syarat hukum untuk mendanai produksi
barang dan jasa bagi kepentingan umum.

Agresivitas Pajak (Tax Aggressivenness)
Frank et al. (2009) menyebtukan agresivitas pajak sebagai tindakan yang disusun

untuk meminimalisir penghasilan kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik
melalui penghindaraan pajak yang bersifat legal, dan penggelapan yang bersifat illegal.
Strategi penghindaran pajak yang bersifat aman dan legal yang tidak bertentangan dengan
regulasi pajak serta menjelaskan informasi sepenuhnya kepada otoritas pajak merupakan
pengertian dari agresivitas pajak. Dengan memanfaatkan “wilayah abu-abu”(gray area)
dalam regulasi UU perpajakan terserbut tanpa harus melanggarnya (Wicaksono 2017). Hal
ini menegaskan bahwa definisi agresivitas pajak adalah memanfaatkan pengurangan pajak
untuk menghindari pembayaran pajak.

Koneksi Politik (Political Connection)
Koneksi politik adalah kondisi dimana terdapat relasi antara pihak tertentu dengan

relasi koneksi politik yang digunakan untuk mencapai banyak hal yang memberikan
keuntungan kepada masing-masing pihak yang digunakan untuk mencapai keuntungan.
Koneksi politik dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk yang terkait dengan
perpajakan perusahaan. Menurut Faccio (2006), direksi perusahaan, pemegang saham,
dan/atau manajemen dengan kedekatan bersama pihak yang terlibat aktif dalam pemerintahan
yang dianggap mempunyai koneksi politik.

Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership)
Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham biasa yang dimiliki oleh manajemen

yang dijelaskan secara aktif dapat memberikan partisipasi dalam menetapkan keputusan
perusahaan. Selain itu, kepemilikan ini dapat ditandai dengan adanya kepemilikan atas saham
oleh seorang individu yang terlibat didalamnya. Semakin besar jumlah saham dari
manajemen, maka mereka akan lebih aktif dalam memperhatikan kepentingan pihak
pemegang saham dan meminimalisir risiko yang akan dihadapi perusahaan. Hal ini
disebabkan karena manajemen melalui saham yang ditanamkan dalam perusahaan, akan
menanggung akibat dari keputusan yang sebelumnya diputuskan.

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Koneksi Politik pada Agresivitas Pajak

Relasi yang ada antara perusahaan dengan pemerintah berhubungan erat dengan
koneksi politik. Hal demikian ini dijelaskan bahwa terdapat politisi yang juga berprofesi
sebagai pimpinan perusahaan. Koneksi politik berfungsi sebagai jembatan bagi pihak
perusahaan untuk dapat dipahami dengan cara menganalisis direksi serta dewan komisaris
dengan riwayat keterlibatan baik sebagai seorang parlemen, menteri, pejabat pemerintahan
yang berhubungan bak dengan partai politik (Faccio 2006).

Menurut teori keagenan, principal dan agent adalah pihak yang ingin memaksimalkan
keuntungan untuk dirinya sendiri. Dimana perusahaan menerapkan koneksi politik untuk
menghindari pajak secara agresif. Di sisi lain, pemerintah menghendaki kontribusi yang
signifikan dari sektor perpajakan, yang dihindari oleh pemilik perusahaan. Menurut
Windaswari & Merkusiwati (2018), hal ini mengakibatkan, principal dan agent terlibat
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konflik kepentingan.Dari penjabaran diatas, diketahui bahwa hipotesis yang diajukan seperti
dibawah ini:
H 1: Koneksi politik mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Agresivitas Pajak
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer perusahaan. Hal ini

dapat menyelaraskan kepentingan manajer bersama pemegang saham, karena mereka mampu
merasakan manfaat maupun risiko langsung yang hadir sebagai akibat dari keputusan yang
diambil. Dari teori keaganen, diketahui bahwa perbedaan kepentingan yang terjalin antara
manajer dan pemegang saham menyebabkan masalah keagenan. Rusydi dan Martani (2014)
menyatakan bahwa permasalahan keagenan muncul karena pihak pemegang saham ingin
kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan sementara manajemen mengharapkan
peningkatan kompensasi melalui keuntungan yang tinggi. dengan memaksimalkan
kepemilikan saham oleh manajer, permasalahan keagenan mampu diatasi. Kepemilikan
saham manajemen akan menyatukan kepentingan manajemen dengan pemegang saham serta
memotivasi manajer dalam bertindak sesuai keinginan pemegang saham untuk meningkatkan
kinerja perusahaan.

Hartadinata & Tjaraka (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat
mendorong keberlangsungan usaha perusahaan dengan tidak mengambil resiko terkait
masalah pajak. Dimana permasalahan pajak perusahaan akan menjadikan citra buruk
perusahaan dimata masyarakat dan negara, sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan
untuk terus beroperasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepemilikan manajerial akan
mendesak manajer untuk tidak melaksanakan agresivitas pajak demi mempertahankan usaha.
Alkurdi & Mardini (2020) dan Charisma & Dwimulyani (2019) melakukan penelitian
sebelumnya tentang hubungan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Temuan
mereka menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh secara negatif
terhadap agresivitas pajak, yang menjelaskan bahwa agresivitas pajak menjadi lebih rendah
apabila kepemilikan manajerial bernilai tinggi. Merujuk pada penjabaran tersebut, maka
hipotesis yang diajukan yaitu:
H2: Kepemilikan manajerial mempunyai penngaruh negatif pada agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN
Peneliti menerapkan jenis pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji

tentang bagaimanakah pengaruh dari koneksi politik dan kepemilikan manajerial pada
agresivitas pajak. Sementara itu, objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor
barang konsumen primer yang sudah terdaftar di BEI. Kemudian, data penelitian ini bersifat
sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan tahunan periode 2019-2021 melalui situs resmi
yaitu www.idx.co.id.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer

yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 yang berjumlah 38 perusahaan. Adapun teknik
pengambilan sampel tersebut dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria-kriteria
berikut:

http://www.idx.co.id
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Tabel 1
Tahapan Seleksi Sampel

No kriteria jumlah
populasi 78

1 Selama periode 2019-2021, perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan
dan tidak memberikan laporan keuangan yang sebelumnya diauditkan oleh
pihak auditor

(12)

2 Selama periode 2019-2021, perusahaan terkait sedang mengalami kerugian (28)
3 Selama periode 2019-2021, perusahaan terdapat data outlier (11)

Jumlah perusahaan memenuhi kriteria 27
Tahun penelitian 3

tahun
Data observasi selama 3 tahun x 26 (sampel) 81

Pengertian Operasional dan Pengukuran Variabel
Agresivitas pajak (Y)

Agresivitas pajak adalah praktik yang memanipulasi pendapatan kena pajak suatu
perusahaan dengan melaksanakan perancaan pajak secara legal dan illegal. Sehingga
agresivitas pajak dapat diketahui dengan menerapkan rumus Effective Tax Rate (ETR).
Dimana pengukuran ETR dilakukan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan
besar pendapatan bersih untuk menjelaskan seberapa baiknya perusahaan mampu mengelola
beban pajak. Dibawah ini merupakan rumus ETR (Lubis, Suryani, and Aggraeni 2018):

Income Tax Expense
ETR =

Pre Tax Income

Koneksi Politik
Perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan dengan koneksi politik adalah

perusahaan dengan pemegang saham terbesar yang meliputi: (a) pihak anggota parlemen, (b)
menteri, atau (c) berhubungan dekat dengan partai politik tertentu.

Koneksi politik yang ada di dalam suatu perusahaan akan diberi nilai berdasarkan status
dan jabatan. Pemberian skor tersebut merujuk pada hasil penelitian yang diselesaikan oleh
Supatmi et al. (2019) dalam (Sutawan and Sisdyani 2022). Dimana pemberia nilai akan
dibedakan antara koneksi politik dari pihak yang sedang menjabat dan mantan pejabat. Nilai
yang lebih tinggi diberikan kepada perusahaan yang terkoneksi politik. Hal ini tertuju pada
hasil pertimbangan koneksi yang diberikan oleh perusahaan yang menjabat jauh lebih tinggi
dari pada mantan pejabat sebelumnya. Nilai untuk perusahaan dengan koneksi politik yang
menjabat yaitu 2 sampai 9. Pihak dengan koneksi politik yang tidak aktif akan diberikan nilai
1 sampai 8 dan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dengan nilai 0. Perhitungan
diatas merujuk pada hasil pertimbangan dengan tingkat kecondongan indeks koneksi politik
dan terdapat perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Tao et al. (2017) menambahkan
bahwa indeks koneksi politik yang dimiliki dapat diketahui melalui logaritma natural dengan
total nilai koneksi politik perusahaan yang ditambahkan satu poin. Untuk mendapatkan
pemahaman lebih lanjut maka dapat dipahami dari rumus berikut ini:

Ln (PCI) =Ln (1+ PCI)
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Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai saham pihak manajemen yang

terlibat dalam penentuan keputusan. Seorang manajer selalu mengontrol dan mengawasi
perusahaan dengan begitu teliti, karena manajer perusahaa dengan peran sebagai pemegang
saham sehingga dapat merasakan keputusan yang sudah ditentukan. Semakin tinggi
kepemilikan manajerial perusahaan maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya
agresivitas pajak pada perusahaan terkait. Dari penjelasan diatas, maka dapat diperjelas
bahwasannya seorang manajer mempunyai dua kendali yakni sebagai seorang manajer
maupun pemegang saham. Kepemilikan manajeral dapat diketahui dengan rumus dibawah ini:

Kepemilikan Manajerial
MAN_OW =

Saham Perusahaan

Teknik Analisis Data
Data penelitian diuji dengan berbantuan program SPSS dengan teknik analisis data

adalah statistik deksriptif dan regresi linear berganda.

Y = α+β1PC-β2MO+e

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

Analisis penelitian ini adalah nilai range, maksimum dan minimum, mean, sum, varians
dan standar deviasi. (Ghozali 2018). Dibawah ini merupakan hasil pengujian statistik
deskriptif yang dilaksanakan oleh masing-masing instrument penelitian seperti dibawah ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance

Koneksi Politik

(X1)

81 3.4011973820 .0000000000 3.4011973820 83.7040715440 1.033383599309 1.1448845297600 1.311

Kepemilikan

Manajerial (X2)

81 .0326293130 .0000000000 .0326293130 .3373795700 .004165179877 .0087521606089 .000

Agresivitas

Pajak (Y)

81 .2738912560 .0514646510 .3253559070 18.5047874330 .228454165840 .0413663514190 .002

Valid N

(listwise)

81

Merujuk pada tabel diatas, dapat dipahami bahwa koneksi politik atau political
connection (X1) memiliki nilai range sebesar 3,4011973820, nilai minimum sebesar
0,000000000, nilai maksimum sebesar 3,4011973820, nilai sum sebesar 83,7040715440, nilai
mean sebesar 1,033383599309, nilai standar deviasi sebesar 1,1448845297600, dan varians
sebesar 1,311. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 103,3% perusahaan manufaktur
sektor barang konsumen primer periode 2019-2021 yang diteliti memiliki koneksi politik.
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Kepemilikan manajerial atau managerial ownership (X2) memiliki nilai range sebesar
0,0326293130, nilai minimum sebesar 0,000000000, nilai maksimum sebesar 0,0326293130,
nilai sum sebesar 0,3373795700, nilai mean sebesar 0,004165179877, nilai standar deviasi
sebesar 0,0087521606089, dan nilai varians sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa sebesar 0,4% perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer periode 2019-
2021 yang diteliti memiliki kepemilikan manajerial.

Agresivitas pajak atau tax aggressiveness (Y) memiliki nilai range sebesar
0,2738912560, nilai minimum sebesar 0,0514646510, nilai maksimum sebesar 0,3253559070,
nilai sum sebesar 18,5047874330, nilai mean sebesar 0,228454165840, nilai standar deviasi
sebesar 0,0413663514190, dan nilai varians sebesar 0,002. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa sebesar 22,8% perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer periode 2019-
2021 yang diteliti memiliki agresivitas pajak.

Pengujian Hipotesis
Analisa Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Analisis regresi linear berganda coefficients a

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .231 .007 33.861 .000

Koneksi Politik (X1) .003 .004 .087 .777 .440

Kepemilikan Manajerial (X2) -1.456 .526 -.308 -2.765 .007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)

Merujuk pada hasil uji diatas, maka persamaan regresi linear berganda dapat
dirumuskan seperti dibawah ini:

Y= a + bıPC - b2MO+ e
Y= 0,231 + 0,003X1 – 1,456X2 + e

Dari model persamaan regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa nilai
konstanta sebesar 0,231, yang berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari variable koneksi
politik dan kepemilikan manajerial maka agresivitas pajak bernilai 0,231. Koefisien regresi
variabel koneksi politik (X1) sebesar 0,003. Hal ini berarti adanya pengaruh koneksi politik
terhadap agresivitas politik, apabila nilai koneksi politik meningkat sebesar satu satuan maka
agresivitas politik akan meningkat sebesar 0,3% dalam setiap satuannya. Dengan asumsi
variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X2) sebesar -1,456. Hal ini berarti
adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas politik, apabila nilai
kepemilikan manajerial meningkat sebesar satu satuan maka agresivitas politik akan menurun
sebesar 145,6% dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami
perubahan atau konstan.
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Uji Koefisien Determinasi (R 2)

Tabel 4
Uji R2 Model Summary

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .344a .118 .096 .0393376787264

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial (X2), Koneksi Politik (X1)

Merujuk pada hasil uji diatas dapat dipahami bahwa koefisien R Square bernilai 0,118.
Hal demikian ini berarti bahwa variabel independen penelitian ini memberikan pengaruh
pada variabel dependen penelitian sebesar 11.8 %. Sementara itu sisanya dipengaruhi oleh
variabel yang lain.

Uji Statistik (F Test)

Tabel 5
Uji F Test ANOVAa

Model
Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

1 Regression .016 2 .008 5.232 .007b

Residual .121 78 .002

Total .137 80

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial (X2), Koneksi Politik (X1)

Merujuk pada hasil uji diatas dapat dipahami bahwa F bernilai 5,232 < F tabel yang
bernilai 3,96. Sementara itu, signifkansi bernilai 0,007 > 0,05. Hal demikian ini menjelaskan
bahwa koneksi politik dengan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh
pada agresivitas pajak.

Uji Statistik T (T Test)
Tabel 6

Uji T Test Coefficient a

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .231 .007 33.861 .000

Koneksi Politik (X1) .003 .004 .087 .777 .440

Kepemilikan Manajerial (X2) -1.456 .526 -.308 -2.765 .007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)
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Merujuk pada hasil uji diatas, maka dapat dipahami bahwa nilai signifikansi variabel
koneksi politik sebesar 0,440 > 0,05 dengan nilai beta (β) sebesar 0,003 dan nilai mutlak t
hitung sebesar 0,777 < t tabel (1,664). Hal ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis
pertama ditolak. Nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,007 < 0,05
dengan nilai beta (β) sebesar -1,456 dan nilai mutlak t hitung sebesar 2,765 > t tabel (1,664).
Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis kedua diterima.

Pembahasan
Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variabel koneksi politik sebesar 0,440 > 0,05 dengan nilai
beta (β) sebesar 0,003 dan nilai mutlak t hitung sebesar 0,777 < t tabel (1,664). Hal ini
menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis pertama ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa koneksi politik berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Peneliti menduga tidak berpengaruhnya
koneksi poltik terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan sampel pada penelitian ini
cenderung tidak agresif terhadap pajak sehingga koneksi politik yang menjadi solusi dari
masalah agresivitas pajak menjadi tidak memiliki pengaruh. Ada atau tidaknya koneksi
politik yang dimiliki perusahaan tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan
tindakan agresivitas pajak. Keputusan perusahaan untuk tidak agresif terhadap pajak diduga
karena tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang berisiko, sehingga perusahaan
akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perpajakan juga didorong oleh semakin meningkatnya keterbukaan informasi yang
menyebabkan fiskus dapat mengakses berbagai informasi wajib pajak (Setyastrini et al. 2021).

Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam
mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari
pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan
berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut.
Dengan adanya hubungan politik baik yang mempunyai jabatan di lembaga pemerintahan
atau pernah mempunyai jabatan tersebut yang dimiliki tidak membuat perusahaan melakukan
tindakan agresivitas pajak, karena perusahaan tidak akan merusak citra mereka di mata
masyarakat. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah (Lestari and Putri 2017)

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al. (2017) dan
Lestari & Putri (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap
agresivitas pajak yang artinya semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan
maka semakin kecil kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun,
berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Kim & Zhang (2016), dan Wicaksono
(2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran
pajak dan koefisien variabelnya menghasilkan nilai negatif.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,007 < 0,05

dengan nilai beta (β) sebesar -1,456 dan nilai mutlak t hitung sebesar 2,765 > t tabel (1,664).
Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis kedua diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan
menurunkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam Agency Theory,
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dijelaskan bahwa pihak manajemen (agent) di dalam suatu perusahaan mempunyai tanggung
jawab yang besar terhadap pemilik perusahaan (principle) sehingga manajemen dituntut
untuk mengoptimalkan laba perusahaan yang nantinya akan dilaporkan di dalam laporan
keuangan perusahaan. Adanya pemisahan hak dan tanggung jawab antara pihak manajer
(agent) dengan pemilik perusahaan (principle) seringkali menimbulkan konflik yang dikenal
dengan konflik keagenan. Menurut Jensen and Meckling (1976), kepemilikan manajerial
merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meminimalisir terjadinya konflik
keagenan di dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan,
pihak manajemen akan memiliki peran ganda yaitu sebagai agent dan principle. Hal ini akan
membuat pihak manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena
apabila keputusan yang diambil salah maka pihak manajemen juga akan ikut menanggung
dampak yang timbul baik langsung maupun tidak langsung.

Pihak manajemen pada perusahaan yang terdapat kepemilikan manajerial di dalam
komposisi pemegang sahamnya akan cenderung lebih mempertimbangkan kelangsungan
hidup perusahaan, salah satunya adalah melalui penciptaan laba perusahaan yang tentu saja
akan berdampak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, perusahaan yang
terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen (agent) di dalam komposisi pemegang
sahamnya akan cenderung untuk meningkatkan laba periode berjalan dikarenakan pihak
manajemen akan mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung atas
prestasinya dan investasinya di dalam perusahaan. Laba periode berjalan yang besar akan
berdampak pada pembayaran pajak yang juga besar, artinya dengan adanya kepemilikan
manajerial di dalam perusahaan maka akan membuat perusahaan tidak agresif terhadap pajak
(Wijaya 2019).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) dan
Nurwati et al. (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif
terhadap agresivitas pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian oleh Novitasari
(2017) dan Hadi & Mangoting (2014) dyang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh
kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel koneksi politik
dengan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak khususnya pada perusahaan sektor
barang konsumen yang telah terdaftar di BEI periode 1019-2021. Adapun kesimpulan yang
dihasilkan seperti dibawah ini: Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Keterbatasan
Merujuk pada hasil penelitian diketahui bahwa peneliti sudah berupaya untuk

merancang serta mengembangkan penelitian, namun tentunya masih terdapat sejumlah
keterbatasan, dimana variiabel penelitian ini mampu mendeskripsikan 11,8 %, sementara itu
sisa lainnya dideskripsikan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diteliiti. Oleh sebab itu,
variabel penelitian belum cukup digunakan untuk mendeskripsikan agresivitas pajak secara
menyeluruh.

Saran
Dalam hal ini, peneliti dengan sepenuhnya menyadari bahwa penelitiannya masih jauh

dari kesempurnaan dan tentunya banyak keterbatasan baik dalam segi pengetahuan maupun
pengalaman. Bagi peneliti selanjutnya dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada
perusahaan manufaktor sektor barang konsumen primer dan diharapkan dapat memperluas
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cakupan agar meghasilkan penelitian yang lebih maksimal. Sehingga nantinya dapat
dibandingkan dengan sektor perusahaan lainnya terkait praktik tax aggressiveness.
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